
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 36 TAHUN 1999 

TENTANG 

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 

PT ISTIKA KARYA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan 

usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Istika Karya, 

dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara 

Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan 

(PERSERO) PT Istaka Karya; 

      b. bahwa kekayaan Negara berupa tanah dan bangunan yang dikuasai 

Departemen Pekerjaan Umum, berasal dari hibah Projek Chusus 

Djalan Raja Sumatera (PCDRS) dapat dialihkan dan ditetapkan 

menjadi tambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham 

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Istaka Karya; 

      c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945; 

      2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang 

Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi 

Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904); 
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      3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas 

(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran 

Negara 3587); 

      4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1983 tentang Penyertaan 

Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT 

Indonesia Consortium of Construction Industries (PT ICCI) 

(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 23); 

      5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1983 tentang Perusahaan 

Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731); 

      6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1983 tentang Pengalihan 

Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku 

Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 

Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan 

Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3758); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN 

PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE 

DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PRESEROAN 

(PRESERO) PT ISTAKA KARYA. 

BAB  I 

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL 

Pasal  1 

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal 

ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Istaka 

Karya, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

1983. 


